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Abstract 

This study examines the role of the Regional National Crafts Council (Dekranasda) in the 

development of Small and Medium Industries (SMIs) in Pekanbaru City. The focus of this study is to 

determine the extent to which Dekranasda acts as a motivator, mobilizer, and facilitator in supporting 

SMIs, as well as to identify supporting and inhibiting factors.The method used was descriptive 

quantitative, with data collected through questionnaires and interviews with 35 respondents consisting of 

Dekranasda administrators and SMIs. The results indicate that Dekranasda's role is instrumental, 

particularly in providing training, facilitating access to promotions, and supporting collaboration. 

However, obstacles remain, such as limited digital technology and the low competitiveness of SMIs. This 

study concludes that Dekranasda plays a crucial role in developing SMEs in Pekanbaru City, but also 

needs to enhance innovation, technology utilization, and digital-based marketing to enhance SME 

competitiveness. 

 Keywords: Dekranasda, Small and Medium Industries, development, organizational role. 
 

Abstrak 

Penelitian ini membahas peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dalam 

pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana Dekranasda berperan sebagai motivator, mobilisator, 

dan fasilitator dalam mendukung IKM, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan 

data melalui kuesioner dan wawancara kepada 35 responden yang terdiri dari pengurus 

Dekranasda dan pelaku IKM. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Dekranasda berada 

pada kategori berperan, terutama dalam memberikan pelatihan, memfasilitasi akses promosi, 

dan mendukung kolaborasi. Tetapi, masih terdapat kendala seperti keterbatasan teknologi 

digital dan rendahnya daya saing produk IKM. Penelitian ini bisa disimpulkan bahwa 

Dekranasda memiliki peran penting dalam mengembangkan IKM di Kota Pekanbaru, tetapi 

juga perlu meningkatkan inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pemasaran berbasis digital agar 

IKM lebih memiliki daya saing Tinggi. 

Kata Kunci: Dekranasda, Industri Kecil dan Menengah, pengembangan, peran organisasi. 
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Pendahuluan 

  Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman budaya tertinggi di dunia. 

Kekayaan ini tercermin melalui beragam suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan warisan budaya 

yang terus berkembang. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut adalah kerajinan tradisional yang 

tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi strategis. Kerajinan 

lokal telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sejak lama, diwariskan secara turun-

temurun, dan mencerminkan nilai historis, filosofis, serta keterampilan yang khas. 

Namun, arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan selera masyarakat telah 

menggeser minat terhadap produk kerajinan tradisional. Produk-produk modern yang lebih bervariasi 

dan masif di pasaran sering kali menjadi pilihan utama konsumen, sehingga produk lokal menghadapi 

tantangan serius dalam hal daya saing. Hal ini berdampak pada menurunnya eksistensi kerajinan 

tradisional serta pendapatan pelaku usaha yang mengandalkan sektor ini. Di tengah tantangan tersebut, 

keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berfokus pada kerajinan menjadi salah satu sektor 

yang krusial untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

IKM merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional. Data Kementerian 

Perindustrian menunjukkan bahwa IKM berkontribusi lebih dari 21% terhadap nilai output industri 

nasional dan menyerap lebih dari 65% tenaga kerja industri. Selain itu, sektor IKM memiliki keunggulan 

kompetitif karena berbasis kearifan lokal dan relatif fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. 

Namun, IKM juga memiliki keterbatasan, seperti minimnya modal, rendahnya pemanfaatan teknologi, 

serta keterbatasan akses pasar, khususnya pemasaran digital. 

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peran lembaga yang mampu mendorong 

pengembangan IKM, salah satunya adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Dekranasda 

merupakan organisasi mitra pemerintah yang bertugas mengembangkan sektor kerajinan melalui 

berbagai program, seperti pelatihan, pendampingan, promosi produk, dan fasilitasi akses permodalan. 

Selain itu, Dekranasda juga berfungsi sebagai motivator untuk meningkatkan semangat pelaku IKM, 

mobilisator dalam menggerakkan sumber daya, serta fasilitator yang menjembatani akses pasar dan 

jaringan kerja sama. Dengan peran strategis tersebut, Dekranasda diharapkan mampu meningkatkan 

daya saing IKM, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional. 

Di Kota Pekanbaru, sektor IKM berbasis kerajinan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. 

Namun, hasil pra-penelitian menunjukkan masih adanya berbagai kendala, seperti rendahnya daya saing 

produk, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta terbatasnya jaringan pemasaran. 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa peran Dekranasda belum sepenuhnya optimal dalam 

meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku IKM. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dekranasda 

Kota Pekanbaru dalam pengembangan IKM, khususnya sebagai motivator, mobilisator, dan fasilitator, 

serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini 

diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan peran 

organisasi dalam pemberdayaan ekonomi kreatif, serta manfaat praktis bagi Dekranasda dalam 

merumuskan strategi yang lebih efektif guna memperkuat daya saing produk kerajinan di era digital. 
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Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 

memengaruhi efektivitas peran Dekranasda dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif daerah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu 

administrasi publik, khususnya terkait peran organisasi non-pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi 

lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dekranasda dalam merumuskan 

strategi yang lebih adaptif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing IKM kerajinan di era digital. 

Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada penguatan peran Dekranasda 
sebagai lembaga pendukung, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem industri kreatif yang 
berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Melalui sinergi antara pemerintah, Dekranasda, pelaku IKM, 
dan pemangku kepentingan lainnya, sektor kerajinan diharapkan mampu berkembang, tidak hanya 
sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian daerah yang mampu 
bersaing di pasar global. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 

 (1) Menganalisis peran Dekranasda dalam pengembangan IKM di Kota Pekanbaru, dan 

 (2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi peran tersebut. 

 

Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan memberikan dasar teoretis terkait konsep administrasi, organisasi, 
manajemen, peran, pengembangan, dan peran Dekranasda dalam pengembangan IKM. 

 

Konsep Administrasi 

Administrasi merupakan proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan 
organisasi (Dwiyanto, 2023). Administrasi modern tidak hanya bersifat birokratis, tetapi  

juga harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan berorientasi pada penciptaan nilai publik 
(Denhardt & Denhardt, 2021). 

 

Konsep Organisasi 

Organisasi adalah suatu sistem sosial yang secara sadar dibentuk untuk mengoordinasikan 
kegiatan sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu (Siagian, 2020). Keberhasilan organisasi 
bergantung pada struktur formal, pembagian peran, dan koordinasi antar anggota (Thoha, 2021). 

 

Konsep Manajemen 

Manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengawasan untuk mencapai tujuan (Handoko, 2021). Manajemen yang baik menggabungkan efisiensi 
penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian sasaran (Hasibuan, 2022). 

 

Peran dalam Organisasi 

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi seseorang dalam sistem 
sosial (Sarwono, 2020). Dalam organisasi publik, peran mencakup fungsi motivator, fasilitator, dan 
mobilisator (Tjokroamidjojo, 2006). 

 

Konsep Pengembangan 

Pengembangan didefinisikan sebagai upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk 
meningkatkan kapasitas dan daya saing (Sedarmayanti, 2021). Dalam konteks IKM, pengembangan 
meliputi pelatihan SDM, inovasi produk, dan akses pasar (Anggadwita & Palalić, 2020). 

 

Peran Dekranasda 
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Dekranasda sebagai lembaga non-struktural berfungsi membina, memfasilitasi, dan 
mempromosikan kerajinan daerah agar dapat bersaing secara global (Anisa, 2019). Peran ini meliputi 
penguatan kelembagaan, dukungan teknologi, dan pembukaan akses pasar digital (Rahmawati, 2019. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan 
menggambarkan secara sistematis fenomena berdasarkan data numerik (Sugiyono, 2020). Pendekatan ini 
dipilih untuk mengetahui sejauh mana peran Dekranasda dalam pengembangan IKM di Kota Pekanbaru. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada 35 

responden, yang terdiri dari pelaku IKM dan pengurus Dekranasda. Responden diminta memberikan 

penilaian terhadap peran Dekranasda berdasarkan tiga indikator utama: sebagai motivator, mobilisator, 

dan fasilitator. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai 

Dekranasda memiliki peran yang aktif, khususnya dalam pelatihan, promosi, dan pembinaan 

kolaboratif.Pada indikator motivator, pelaku IKM merasa termotivasi untuk terus berkembang karena 

adanya pelatihan, apresiasi, serta dukungan moral dari Dekranasda. Pelatihan yang diberikan meliputi 

teknik produksi, manajemen usaha, dan pengembangan produk berbasis kearifan lokal.Sebagai 

mobilisator, Dekranasda berhasil mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. 

Dekranasda juga aktif menghubungkan IKM dengan berbagai event pameran, baik di tingkat 

lokal maupun nasional.Pada indikator fasilitator, responden mengapresiasi bantuan Dekranasda dalam 

mempermudah proses perizinan, fasilitasi tempat produksi, hingga akses promosi. Namun, mereka juga 

menekankan pentingnya peningkatan pada aspek digitalisasi promosi dan pendampingan teknologi 

informasi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi adaptif dalam menghadapi era transformasi digital. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dekranasda dalam pengembangan IKM di Kota 

Pekanbaru berada pada kategori berperan dengan rata-rata persentase di atas 70%. Indikator yang 

diukur meliputi peran sebagai motivator, mobilisator, dan fasilitator. 

 

Tabel 1. 

 

        Sumber: Data Olahan Penelitian,2025 

 

1. Peran Motivator 

Indikator Kategori Persentase 

Motivator Berperan 75% 

Mobilisator Berperan 72% 

Fasilitator Berperan 70% 

Jumlah Berperan 72,3% 
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Peran Dekranasda sebagai motivator dalam pengembangan IKM di Kota Pekanbaru dapat 

dikatakan “cukup berperan”. Dalam menjalankan fungsinya, Dekranasda telah memberikan berbagai 

bentuk motivasi kepada pelaku IKM, baik melalui apresiasi, pelatihan, maupun dorongan untuk 

menciptakan inovasi dalam produk dan pemasaran. Upaya ini terlihat dari adanya penyelenggaraan 

kegiatan pelatihan serta partisipasi dalam pameran yang memberi ruang bagi pelaku IKM untuk tampil. 

Namun, pelaksanaan program motivasi ini belum merata menyentuh seluruh pelaku IKM. Masih ada 

pelaku usaha yang merasa belum mendapatkan perhatian dalam hal peningkatan semangat dan 

kreativitas berwirausaha. Selain itu, inovasi yang didorong pun belum sepenuhnya terarah dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun terdapat kontribusi yang positif, secara umum peran motivator 

masih berada pada tingkat “cukup berperan” dan memerlukan penguatan dalam hal jangkauan serta 

kontinuitas program. 

 

2. Peran Mobilisator 

Dalam perannya sebagai mobilisator, Dekranasda memiliki tugas untuk menggerakkan potensi 

pelaku IKM agar lebih aktif dan mampu berkolaborasi dalam mengembangkan usaha mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian, peran ini juga dinilai “cukup berperan”. Dekranasda telah mengupayakan 

pelibatan IKM dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan bersama, bazar, atau pameran, yang bertujuan 

untuk meningkatkan partisipasi dan kerjasama. Namun, tantangan utama yang masih dirasakan adalah 

belum maksimalnya upaya menyatukan  

potensi lokal yang tersebar di berbagai wilayah. Pelaku IKM belum sepenuhnya diberdayakan dalam 

bentuk kolaborasi lintas sektor atau jaringan komunitas kreatif yang lebih luas. Sehingga, meskipun 

terdapat gerakan atau upaya mobilisasi, dampaknya belum merata atau menyentuh seluruh kelompok 

sasaran secara maksimal. Dengan demikian, secara keseluruhan peran mobilisator ini juga tergolong 

“cukup berperan” dan masih memerlukan strategi yang lebih terkoordinasi dan inklusif. 

 

3. Peran Fasilitator 

Peran fasilitator yang dijalankan oleh Dekranasda mencakup penyediaan sarana, kemudahan 

perizinan, serta pendampingan bagi pelaku IKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ini juga 

berada dalam kategori “cukup berperan”. Beberapa pelaku IKM menyatakan telah mendapatkan fasilitas 

dalam bentuk tempat promosi, pelatihan, atau akses ke berbagai kegiatan promosi usaha. Akan tetapi, 

dalam hal pendampingan secara rutin dan bantuan perizinan usaha, sebagian responden merasa belum 
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mendapatkan pendampingan yang memadai. Masih terdapat kendala dalam proses administrasi dan 

informasi terkait perizinan, serta kurangnya pendampingan berkelanjutan yang mendampingi pelaku 

usaha dalam meningkatkan kapasitas bisnisnya. Oleh karena itu, meskipun program fasilitasi sudah 

berjalan, implementasinya masih bersifat terbatas dan belum terkoordinasi secara maksimal. Dengan 

begitu, peran fasilitator ini dinilai “cukup berperan”, namun memerlukan penguatan dalam hal 

efektivitas dan pemerataan pelaksanaannya. 

 

 

Faktor-Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Peran Dekranasda dalam Pengembangan IKM di 

kota Pekanbaru,Faktor-faktor ini muncul baik dari aspek internal kelembagaan Dekranasda maupun 

dari eksternal, yakni kondisi pelaku IKM dan lingkungan pendukungnya: 

1. Terbatasnya Anggaran dan Sumber Daya Operasional.Salah satu kendala utama adalah 

terbatasnya alokasi anggaran yang dimiliki Dekranasda, baik untuk program pelatihan, 

fasilitasi perizinan, maupun pendampingan usaha. Anggaran yang terbatas menyebabkan 

beberapa program pengembangan hanya menyentuh sebagian kecil pelaku IKM dan belum 

dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang 

memiliki keahlian teknis juga menghambat efektivitas pelaksanaan program. 

2. Kurangnya Jangkauan dan Pemerataan Program,Banyak pelaku IKM yang belum 

mendapatkan akses terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Dekranasda, 

terutama yang berada di wilayah pinggiran atau belum tergabung dalam kelompok binaan. 

Program pelatihan dan pendampingan cenderung berpusat di lokasi tertentu dan belum 

menjangkau seluruh kecamatan atau pelaku usaha yang membutuhkan. Hal ini berdampak 

pada kesenjangan pengetahuan dan kapasitas antar pelaku IKM. 

3. Minimnya Sinergi dengan Instansi Terkait dan Sektor Swasta,Peran Dekranasda dalam 

menjalin kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, perbankan, investor, maupun 

komunitas kreatif dinilai belum berjalan optimal. Minimnya sinergi lintas sektor menghambat 

terciptanya ekosistem usaha yang kuat bagi IKM. Akibatnya, pelaku IKM kesulitan dalam 

mengakses pembiayaan, teknologi, atau pasar yang lebih luas. 

4. Kendala dalam Digitalisasi dan Inovasi Produk,Dalam era digital, IKM dihadapkan pada 

tantangan untuk menguasai teknologi dan pemasaran berbasis daring. Namun, upaya 

Dekranasda dalam mendukung transformasi digital pelaku IKM masih terbatas. Sebagian 

besar pelaku IKM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pemasaran online, 
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branding, atau penggunaan media sosial sebagai sarana promosi produk. Selain itu, dukungan 

terhadap inovasi produk juga masih kurang menyentuh aspek riset dan pengembangan desain 

secara mendalam. 

5. Rendahnya Motivasi dan Partisipasi Pelaku IKM,Sebagian pelaku IKM menunjukkan 

kurangnya motivasi untuk mengikuti program pembinaan atau pelatihan yang disediakan. 

Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap manfaat program, pengalaman 

buruk sebelumnya, atau ketidaksesuaian waktu pelaksanaan dengan aktivitas usaha mereka. 

Kurangnya partisipasi ini berdampak langsung pada rendahnya dampak dari peran 

Dekranasda sebagai penggerak. 

 

6. Keterbatasan Data dan Basis Informasi IKM,Tidak adanya basis data yang akurat dan 

terintegrasi mengenai jumlah, jenis, dan potensi pelaku IKM di Kota Pekanbaru juga menjadi 

hambatan tersendiri. Ketiadaan data membuat Dekranasda sulit merancang program yang 

benar-benar tepat sasaran. Hal ini juga menyulitkan dalam proses evaluasi dan pengukuran 

keberhasilan program yang telah dijalankan. 

 

Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dekranasda memiliki peran penting dalam pengembangan 
IKM di Kota Pekanbaru melalui tiga fungsi utama: motivator, mobilisator, dan fasilitator. Dekranasda 
telah memberikan pelatihan, memotivasi pelaku usaha, menghubungkan IKM dengan pihak eksternal, 
serta memfasilitasi akses promosi dan perizinan. 

Meskipun demikian, beberapa hambatan masih ditemui, antara lain: 

1. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku IKM. 
2. Terbatasnya modal usaha untuk pengembangan produk. 
3. Kurangnya inovasi dalam desain produk sehingga daya saing rendah. 

Peran yang sudah berjalan cukup baik perlu ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan era 
digital dan persaingan global. 

 

 

Saran 
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Saran Berdasarkan Faktor Penghambat Dari hasil penelitian juga ditemukan adanya beberapa faktor 

penghambat yang menghambat peran Dekranasda dalam pengembangan IKM di Kota Pekanbaru. Maka 

dari itu, berikut adalah saran sebagai bentuk solusi terhadap hambatan tersebut: 

● Kurangnya Sosialisasi dan Informasi yang Merata 

  Banyak pelaku IKM belum mengetahui program atau kegiatan dari Dekranasda karena 

kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, Dekranasda perlu memperkuat strategi komunikasi, 

seperti melalui media sosial, grup WhatsApp pelaku IKM, serta kunjungan langsung ke 

lokasi usaha IKM. Pemanfaatan teknologi digital dan media lokal juga bisa digunakan untuk 

menyampaikan informasi secara cepat dan menyeluruh. 

● Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya 

  Salah satu hambatan yang muncul adalah keterbatasan dana dan tenaga pendamping yang 

tersedia di Dekranasda. Maka dari itu, perlu adanya penguatan kerja sama lintas sektor 

dengan pihak swasta, BUMN, lembaga perbankan, maupun perguruan tinggi untuk 

mendukung program Dekranasda. Dengan kolaborasi, keterbatasan sumber daya dapat 

diatasi bersama secara sinergis. 

• Minimnya Inisiatif Inovatif dari Pelaku IKM 

Beberapa pelaku IKM belum memiliki kemampuan atau keberanian untuk berinovasi karena 

keterbatasan pengetahuan atau pengalaman. Maka, Dekranasda disarankan untuk 

menyusun program inovasi yang lebih praktis dan terarah. Misalnya dengan menyediakan 

pelatihan teknis, kunjungan usaha ke daerah yang lebih maju, serta bantuan dalam 

mendesain produk yang lebih menarik dan sesuai pasar. 

• Belum Terjalinnya Koordinasi yang Konsisten 

Koordinasi antara Dekranasda, pemerintah kota, dan lembaga lainnya masih belum berjalan 

optimal. Perlu dibuat forum koordinasi rutin agar semua pihak yang terlibat dalam 

pengembangan IKM bisa saling tukar informasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan 

sinergi yang baik, program pembinaan dan pengembangan IKM akan lebih terarah dan tepat 

sasaran. 

Dengan saran-saran di atas, diharapkan Dekranasda Kota Pekanbaru dapat lebih optimal dalam 

menjalankan perannya sebagai lembaga yang mendorong tumbuhnya IKM yang mandiri, berdaya saing, 

dan berkelanjutan. 
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